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ABSTRAK

Judul Tugas Akhir : Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis
Akrual di Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Dosen Pembimbing : Dewi Pebriyani, S.E., M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem akuntansi
berbasis akrual di Bappeda Provinsi Sumatera Barat serta mengidentifikasi kendala
yang dihadapi dalam proses implementasinya. Akuntansi berbasis akrual telah
menjadi standar pelaporan keuangan pemerintah sejak diterbitkannya PP Nomor 71
Tahun 2010, yang mewajibkan pengakuan transaksi keuangan pada saat hak dan
kewajiban timbul, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Meskipun secara formal
sistem ini mulai diterapkan secara nasional pada tahun 2015, Bappeda Provinsi
Sumatera Barat telah mengimplementasikannya sejak tahun 2013. Melalui
pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan cara wawancara,
observasi, serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan tahun 2020-2024.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akrual di Bappeda telah
berjalan secara umum, terutama dalam pengakuan beban dan penyusutan aset tetap.
Namun demikian, masih terdapat kendala pada pencatatan aset tetap yang
bersumber dari keterbatasan informasi mutasi dan penghapusan aset dari OPD lain.
Selain itu, tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) internal serta
keterbatasan pelatihan teknis juga turut memengaruhi efektivitas penerapan sistem
ini. Dengan demikian, meskipun penerapan akuntansi akrual telah dilakukan,
Bappeda masih memerlukan perbaikan pada aspek sistem informasi, prosedur
pelaporan, serta peningkatan kompetensi SDM agar pelaksanaan akrual dapat
berjalan secara menyeluruh dan konsisten sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).

Kata kunci: Akuntansi Akrual, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, SAP,
Evaluasi, Bappeda
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Good governance dalam suatu pemerintahan tidak terlepas dari
pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel. Secara historis,
sistem pencatatan keuangan pemerintah di Indonesia didominasi oleh basis
kas, yaitu metode akuntansi yang mencatat pendapatan dan pengeluaran
pada saat kas diterima dan dikeluarkan. Metode kas mudah diterapkan,
tetapi dalam menyajikan laporan keuangan dan kinerja pemerintah, ada
banyak hal yang tidak diperhitungkan, misalnya, piutang dan kewajiban,
yang membuat metode kas tidak mencerminkan keadaan yang ada.
Mardiasmo (2018) menyatakan kas tidak memadai dalam mengukur
efisiensi dan efektivitas pengeluaran dan pendapatan.

Penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia mengalami
perubahan yang signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Regulasi ini secara spesifik menuntut penerapan akuntansi dengan basis
akrual baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan penuh
sistem akuntansi berbasis akrual ini dimulai secara efektif pada tahun
anggaran 2015. Perbedaan yang paling mendasar antara basis akrual dengan
basis kas adalah pada pengakuan transaksi basis akrual mengakui
pendapatan dan beban pada saat peruntukkannya, tanpa memperhatikan

aliran kas di tangan. Akuntabilitas publik dan pengambilan keputusan



Mahmudi (2015) menyatakan, berbasis akrual justru meningkatkan
akuntabilitas publik serta kualitas pengambilan keputusan dimungkinkan
berkat penyajian informasi yang lebih akurat dengan pengakuan kewajiban
yang belum dibayar dan aset yang belum direalisasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi
Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan
daerah, terutama dalam perencanaan dan penganggaran. Bappeda
bertanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang
terintegrasi dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa alokasi anggaran
sesuai dengan prioritas pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara
langsung dengan Kasubag Keuangan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat
telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2013,
mendahului implementasi penuh secara nasional pada tahun 2015.
Meskipun Bappeda telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi
akrual, tantangan dalam pencatatan aset dan pengelolaan data dari
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain tetap menjadi isu yang perlu
diatasi. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa penerapan basis akrual
dalam konteks akuntansi pemerintahan di Indonesia tidak bersifat murni
untuk seluruh jenis laporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) tetap disusun berdasarkan basis kas menuju akrual, yang
merefleksikan pengakuan pendapatan dan belanja berdasarkan aliran kas.
Sebaliknya, laporan keuangan lainnya seperti Laporan Operasional (LO),

Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun secara penuh



menggunakan basis akrual. Penggunaan basis akrual pada laporan-laporan
ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang lebih mendalam mengenai
kinerja operasional, posisi keuangan, dan perubahan ekuitas, sehingga
mendukung fungsi pengawasan, perencanaan, dan pengambilan keputusan
yang lebih akurat.

Meskipun ada kerangka regulasi, pelaksanaan sistem akuntansi
berbasis akrual di daerah masih memiliki tantangan. Dalam wawancara
dengan Kasubag Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, beliau
mengungkapkan bahwa berkalanya pencatatan beban secara akrual pada
tepat pada saat kewajiban muncul, masalah utama masih pada pencatatan
aset. Permasalahan ini muncul karena pencatatan aset seringkali
memerlukan informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya
mengenai perubahan atau penghapusan aset antar Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), yang mengakibatkan informasi terbaru mengenai aset di
Bappeda.

Selain itu, aspek kompetensi sumber daya manusia juga menjadi
faktor penghambat dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di
lingkungan pemerintah daerah. Meskipun staf keuangan telah menerima
pelatihan terkait implementasi akrual, pelatihan tersebut tidak bersifat rutin
dan menyeluruh, sehingga tidak mampu membangun kompetensi secara
berkelanjutan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Imelda et al.
(2024) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan penerapan accrual

basis secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan



keuangan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Senada, penelitian oleh
Sepputra (2019) menegaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia
memegang peran penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.
Meskipun pelatihan telah dilakukan, rendahnya frekuensi dan kurangnya
sistem informasi yang mendukung menjadikan pencatatan transaksi non-
kas, termasuk aset tetap, belum optimal. Lebih lanjut, Pratama, Sinadela,
dan Gushendarto (2023) dalam penelitiannya di Provinsi Jambi juga
menyimpulkan bahwa tantangan dalam penerapan akrual dapat diatasi
melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan
penguatan sistem pengendalian internal, disertai pelatihan yang rutin dan
terstruktur.Mengingat pentingnya penerapan akuntansi berbasis akrual yang
sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta
berbagai tantangan yang masih dihadapi Bappeda Provinsi Sumatera Barat
khususnya dalam pencatatan aset dan pengembangan kapasitas SDM maka
evaluasi menyeluruh terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan
menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: “Evaluasi
Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Bappeda Provinsi

Sumatera Barat.”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka
dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan penulis teliti,

diantaranya:



1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di
Bappeda Provinsi Sumatera Barat sejak diberlakukannya sistem
tersebut?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penerapan
akuntansi akrual, khususnya dalam proses penjurnalan transaksi
keuangan?

C. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin penulis ketahui dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di
Bappeda Provinsi Sumatera Barat sejak implementasinya.

2. Mengidentifikasi kendala-kendala teknis maupun non-teknis
dalam proses penjurnalan.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diantaranya

yaitu:

1. Bagi Peneliti
Memberikan pengalaman nyata dalam menganalisis praktik akuntansi
sektor publik, meningkatkan kemampuan dalam menerapkan teori
keuangan pemerintahan ke dalam konteks operasional di lapangan, serta
menjadi bekal penting dalam dunia kerja dan pengembangan keilmuan di
bidang akuntansi pemerintahan.

2. Bagi objek penelitian



Sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektivitas penerapan akuntansi
berbasis akrual, serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dalam
proses penjurnalan, khususnya dalam pengakuan beban dan kewajiban yang
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bagi pihak lain

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi sektor
publik, khususnya terkait implementasi akuntansi berbasis akrual di instansi
pemerintah. Hasil kajian ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam
pengembangan studi-studi sejenis maupun sebagai pembanding untuk

instansi pemerintah daerah lainnya.



BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi berbasis
akrual di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa secara
umum instansi tersebut telah mengimplementasikan sistem akrual sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan sistem ini telah dimulai sejak
tahun 2013, bahkan sebelum kewajiban implementasi secara nasional berlaku
penuh pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan Bappeda
dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi akuntansi sektor
publik. Penerapan akrual secara praktis tercermin dalam proses pencatatan
beban yang dilakukan saat timbulnya kewajiban, bukan lagi berdasarkan saat
pencairan dana. Pengakuan beban seperti listrik, air, dan belanja barang
dilakukan secara akrual dan dibuktikan pula dengan adanya penyusunan
laporan keuangan seperti Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE) yang menggunakan basis akrual.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang
masih dihadapi dalam penerapan akrual secara optimal, khususnya dalam
pencatatan aset tetap. Nilai aset tetap pada neraca Bappeda menunjukkan
stagnasi selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa proses
mutasi, penghapusan, dan penambahan aset belum sepenuhnya tercatat secara

akurat dan tepat waktu. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan
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Bappeda pada informasi dari OPD lain terkait status dan keberadaan aset,
sehingga pencatatan menjadi bersifat pasif. Selain itu, tidak adanya Standar
Operasional Prosedur (SOP) internal mengenai pelaporan berbasis akrual juga
menjadi faktor penghambat kelancaran proses pelaporan. Walaupun staf
keuangan telah memahami prinsip dasar akrual dan pernah mendapatkan
pelatihan, kegiatan tersebut belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Hal
ini berdampak pada belum maksimalnya kemampuan internal dalam mengelola
pencatatan akrual, khususnya pada transaksi non-kas dan aset tetap.

Dengan demikian, meskipun secara umum penerapan akrual di Bappeda
sudah berjalan dengan baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan agar
akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan secara lebih efektif, konsisten, dan

sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah.

. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar
Bappeda Provinsi Sumatera Barat segera menyusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) internal yang khusus mengatur proses pencatatan dan
pelaporan keuangan berbasis akrual. SOP tersebut diharapkan mampu menjadi
acuan teknis dalam pelaksanaan pelaporan yang lebih sistematis dan konsisten.
Selain itu, koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain juga
perlu diperkuat, terutama dalam hal pelaporan mutasi, penghapusan, maupun
penambahan aset tetap, agar informasi yang diterima Bappeda dapat lebih

akurat dan terkini.
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Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang sangat
penting. Oleh karena itu, pelatihan dan pembinaan teknis mengenai sistem
akuntansi akrual perlu dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada seluruh
staf keuangan. Pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi,
seperti SIPD, juga harus dioptimalkan untuk mempercepat proses pencatatan
dan mencegah kesalahan data. Sebagai bentuk pengendalian internal,
disarankan agar Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
terhadap penerapan akrual, baik melalui tim internal maupun dengan
melibatkan pihak eksternal. Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut,
diharapkan pengelolaan keuangan Bappeda dapat berjalan lebih akuntabel,

transparan, dan sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan.
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